KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Desember 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ENDANG WIDYASWATI
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI

TIRTONEGORO KLATEN

3. NHK : 163924
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.377.150.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.777.500.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000
3.  Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 199.650.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 700.000.000
1. MOBIL, HONDA FREED / MP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

2. MOBIL, MAZDA CX 5 AWD Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

650.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.540.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 580.111.497
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 4.736.801.497
. HUTANG Rp. -=--
V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 4.736.801.497
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DEWI ANGGRAINI
2. Jabatan : DIREKTUR PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN LAYANAN OPERASIONAL
3. NHK 1 244284
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 31.148.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 11.148.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 868 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , WARISAN Rp. 20.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -—--

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 56.947.738

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 31.218.447.738

. HUTANG Rp. -=--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 31.218.447.738
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CHRISTIANA SRI ANDAYANI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK . 257244
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 902.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/160 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 417.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 857 m2/1414 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

270.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 99.850.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 515.142.694
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.786.992.694
. HUTANG Rp. 5.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.781.992.694
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JESSINGER SUKMA MEGA
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 276429
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 472.500.000

1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 236.250.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 236.250.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 18.000.000
1.  MOTOR, YAMAHA 2 DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.470.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.504.682

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 557.474.682

. HUTANG Rp. 8.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 548.874.682
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SAMSUDIN
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 403602
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

2. Tanah Seluas 851 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, WARISAN
Rp. 190.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/84 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, HONDA E 1 FO2N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000

2. MOTOR, HONDA ATI1I21B01 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

3. MOBIL, SUSUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

4. MOTOR, YAMAHA IPA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

9.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

1.455.000.000

149.500.000

23.000.000

4.106.853

1.631.606.853
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1. HUTANG Rp. 264.144.607
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.367.462.246
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : GAIB SRI SADHONO
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 403603
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000
2. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000
3. Bangunan Seluas 57 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 140.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.500.000
1. MOBIL, MAZDA 323 Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN/FD 110 Tahun 2002, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.200.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 550.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 11.000.000
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Sub Total Rp. 648.250.000
I1l. HUTANG Rp. 25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 623.250.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RETNO DYAH PARWITASARI
2. Jabatan : KETUA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 403611
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/276 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/129 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/65 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2012, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 95.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3.600.000.000

116.000.000

20.400.000

232.585.584
3.968.985.584
16.624.911
3.952.360.673

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SRIBUDI UTAMI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK . 403616
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 402 m2/150 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 29.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 97.845.927
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 726.845.927
. HUTANG Rp. 15.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 711.845.927
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DINA SINTIA PAMELA
2. Jabatan : DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, DAN PENELITIAN
3. NHK . 407829
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.150.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/180 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/175 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/50 m2 di KAB / KOTA
KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/128 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.001.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 3.001.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 148.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 30.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.720.141
F. HARTA LAINNYA Rp. 27.019.051
Sub Total Rp. 4.370.240.192
. HUTANG Rp. 1.966.768.530
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.403.471.662
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . DYAH PRADNYA NARENSWARI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 988565
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 103.500.000
[ll. HUTANG Rp. 13.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 90.100.000
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZULFA WAHYUNDARI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK 1 989214
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 369 m2/240 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ETIOS Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp.
86.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.348.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.107.348.000
. HUTANG Rp. 100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.007.348.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WIDODO WIRAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN
3. NHK : 990737
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp.
800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/250 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp.
2.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.000.000
1. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HADIAH Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.001
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.005.220
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 3.000.005.221
. HUTANG Rp. 570.974.569
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.429.030.652
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TARA MAULINA MUREDY
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK 1 997879
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G Tahun 2011, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ——-

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 164.218.654

F. HARTA LAINNYA Rp. ——-

Sub Total Rp. 273.218.654

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 273.218.654
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SHOLAHUDDIN RHATOMY
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 997904
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/400 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/250 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

Tanah Seluas 1034 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000.000

Tanah Seluas 454 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/250 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

Rp.

Rp.

15.000.000.000

625.000.000
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3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 506.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 6.000.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 382.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.600.000.000
Sub Total Rp. 24.113.000.000
. HUTANG Rp. 1.200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 22.913.000.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



